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RINGKASAN 

 

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi; Gias Prima Putra, 140903101029 ; 2017: 40 halaman. Program Studi 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan 

sehingga pembangunan nasional terutama Pembangunan Daerah dapat 

dilaksanakan dengan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.  Peningkatan 

kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang 

mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan 

kewajiban didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

harusnya lebih ditinggikan lagi dengan sosialisasi dari pemerintah daerah setempat. 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan 

tanggal 20 Maret 2017 dengan keterangan : Praktek Kerja Nyata (PKN) pada kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mendapatkan 

data dan informasi tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Penulis melaksanakan 

magang di kantor tersebut untuk mencari data sesuai dengan pokok permasalahan 

yang akan dibahas yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sektor Perdesaan 

dan Perkotaan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya 

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. PBB-P2 adalah pajak yang bersifat kebendaan dala arti 

besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah 

dan/atau bangunan. 

 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Badan Pendapatan Daerah 

menggunakan official assessment system yaitu dimana suatu system perpajakan 

memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah Negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara wajib berdasarkan pada 

hukum yang berlaku. Hukum tertulis di negara kita secara hierarkis antara lain 

adalah UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. 

Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak 

hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas 

pemerintahan, tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk 

mengarahkan ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, 

memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. 

Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang 

berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. 

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan sulit untuk dapat 

dilaksanakan. Uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam 

rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap 

warga negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati 

fasilitas atau pelayaran dari pemerintahan yang semuanya dibiayai dengan uang 

yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang 

yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar 

negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara 

menjadi sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan 

pembiayaan pembangunan. Kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) dalam 

melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku, merupakan syarat utama untuk tercapainya 

pembangunan nasional, sehingga pada akhirnya kesenjangan sosial yang ada dalam 

masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, khususnya Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan.  

Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kepentingan rakyat. Maka tanah sebagai dari bumi yang merupakan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi 

kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga menjadi alat investasi yang 

sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan yang memberi manfaat ekonomi 

bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan 

bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada 

negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012, 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pengalihan pengelolaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini 

adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. 

Pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Dengan 

pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, 

pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). PBB yang dialihkan 

menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), 
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sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap 

menjadi Pajak Pusat. 

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai 

dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1) 

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 2) Memberikan 

peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis 

pajak daerah dan retribusi daerah), 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar 

dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4) 

Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan 5) 

Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada 

daerah. Pengalihan PBB-P2 memang menguntungkan bagi daerah untuk 

menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak 

Pusat paling lambat sampai 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan 

Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan 

Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. Bagi daerah yang belum 

siap menjalankan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, maka 

daerah tersebut akan berpotensi kehilangan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

karena pada tanggal tersebut pemerintah pusat sudah tidak boleh lagi melakukan 

pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan pasal 180 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah suka 

menurut (perintah dan sebagainya), taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya) dan 

berdisiplin, sedangkan sadar merupakan seseorang yang merasa, tahu dan mengerti. 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam 

peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam 

prakteknya, contohnya pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang 

tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak 

dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan 
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pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, 

peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan 

peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta 

masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya 

masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya 

utang pajak sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu 

dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. 

Tabel 1.1 Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2012-2016 

 

Tahun Sisa Pokok PBB-

P2 

2012 Rp5.561.658.820 

2013 Rp6.226.869.414 

2014 Rp6.680.328.847 

2015 Rp6.907.779.446 

2016 Rp7.166.608.350 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

 

 Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan tunggakan terus-menerus antara 

tahun 2012-1016. Tahun 2016 Kecamatan Songgon merupakan kecamatan yang 

tertinggi tunggakannya sebesar Rp244.369.634 (lampiran 15). Tingginya 

tunggakan pajak yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Banyuwangi masih kurang bayar. Dengan demikian Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi masih kurang dalam memotivasi masyarakat (wajib pajak) 

agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi supaya dapat 

mengoptimalkan Pajak Daerah dan dari masyarakat sendiri yang tidak sadar akan 

membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tingkat adalah susunan 

yang berlapis-lapis, tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, dan 
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sebagainya), batas waktu (masa), sedangkan kepatuhan itu berasal dari kata dasar 

patuh yang artinya taat atau ketaatan. Jadi arti tingkat kepatuhan adalah tinggi 

rendahnya suatu ketaatan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2, hal apa yang telah dilakukan 

pihak Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) untuk mengatasi masalah yang terjadi. 

Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “Tingkat 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sangat berperan penting karena dapat 

menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan di daerah masing-masing. 

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan 

adalah bagaimana Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1   Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah: 

Mengetahui dan mendiskripsikan tentang Tingkat Kepatuhan Pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.3.2   Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program 

studi diploma III. 
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2) Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja yang 

sebenarnya. 

3) Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda 

antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan. 

4) Dapat Mengetahui kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. 

5) Sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh, khususnya di bidang 

perpajakan. 

b. Bagi Instansi 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga 

pendidikan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut yang 

bersifat akademis maupun organisasi. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya (2011). 

Soemitro (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.  

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut  pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang); 

b. Berdasarkan Undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya; 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011), mengatakan bahwa fungsi pajak ada dua , 

yaitu: 

1) Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran. 

2) Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh :  
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a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras; 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif; 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Judisseno (2004), sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh 

negara Indonesia ada dua, yaitu : 

a. Officiel Assessment System 

Adalah sistem ini wewenang memungut pajak pada fiscus. Fiscus 

berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan 

dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yag merupakan bukti 

timbulnya suatu utang pajak. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada 

kedua belah pihak yaitu WP dan fiscus. 

  c.    Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada 

pihak ketiga dan bukan fiscus maupun WP itu sendiri. 

 

2.1.4 Dasar-Dasar Teori Pemungut Pajak 

 Menurut Supramono dan Damayanti (2010), mengatakan bahwa ada 

beberapa teori yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak, yaitu : 

a. Teori Asuransi 

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi 

wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai 

perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta 
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bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko 

keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi 

akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi 

yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak, 

wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan 

pembayar premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai 

dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada 

penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran 

jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat 

hubungan langsung. 

b. Teori Kepentingan 

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas 

besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan 

yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya 

yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, 

sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini 

dibebankan kepada masyarakat. 

 

c. Teori Daya Pikul 

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang 

diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh 

segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan 

berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap 

masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. 

Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan 

yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga 

masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul 

yang lebih tinggi pula. 

d. Teori Bakti 

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti 

kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus 
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menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara 

memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori 

bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan 

dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di 

atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan 

negara di atas kepentingan masyarakat. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Teori ini beranggapan bahwa ajak digunakan untuk menarik daya beli 

masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi 

penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi 

sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli 

masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan 

kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara 

umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.5 Asas Pengenaan/Pemungutan Pajak 

 Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), dalam hal pemungutan pajak 

terdapat tiga asas, yaitu : 

a. Asas Tempat Tinggal (Domisili) 

Asas Domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk 

mengenakan pajak kepada semua penghasilan para Wajib Pajak yang 

tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal 

dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang 

tinggal atau berdomisili di wilayah Negara Indonesia, dikenakan pajak 

pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun 

dari luar. 

b. Asas Sumber 

Asas Sumber menyatakan bahwa suatu Negara memiliki hak untuk 

mengenakan pajak pada setiap penghasilan yang bersumber dari 

wilayahnya tanpa melihat domosili Wajib Pajak. Setiap orang yang 

mendapatkan penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili 
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di Indonesia, dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari 

Indonesia. 

c. Asas Kebangsaan 

Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat 

dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sebagai contoh, di 

Indonesia terdapat pajak bangsa asing yang dikenakan kepada setiap 

orang asing yang berdomisili di Indonesia tapi bukan warga Negara 

Indonesia. 

 

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak 

 Menurut Prabowo (2004), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai kedilan, undang-undang, 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-

undangan di antaranya mengenakan pihak secara umum dan merata, 

serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil 

dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 

(WP) untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). 

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat 

Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil) 
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Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi dalam undang-undang yang baru. 

 

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak  

 Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), dalam hal pemungutan pajak, 

dapat dilakukan dalam tiga stelsel : 

a. Stelsel Nyata (Riil) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada 

objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah 

penghasilan). Maka dari itu, pemungutan pajak baru akan dapat 

dilakukan pada akhir tahun pajak yang sesungguhnya telah diketahui. 

b. Stelsel Fiktif 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada 

anggapan yang diatur dalam undang-undang. Salah satu contohnya 

adalah, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan 

pada tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu 

tahun pun dianggap sama dengan pajak terhutang di tahun sebelumnya. 

Jika menggunakan stelsel ini, berarti besarnya beban pajak yang 

terhutang pada tahun berjalan sudah dapat diprediksi dan ditetapkan 

pada awal tahun yang bersangkutan. 

c. Stelsel Campuran 

Dalam stelsel ini, pengenaan beban pajak didasarkan pada kombinasi 

antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada setiap awal tahun, besar pajak 

diperkirakan berdasarkan pada suatu anggapan, dan kemudian pada 

akhir tahun besar pajak dihitung kembali berdasarkan keadaan yang 

sesungguhnya lebih besar dari besar nilai pajak menurut anggapan, 

maka Wajib Pajak harus membayar selisih kekurangan tersebut. Dan 
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sebaliknya, jika besar nilai pajak keadaan yang sebenarnya lebih kecil 

daripada besar nilai pajak berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak 

memiliki hak untuk meminta kembali kelebihannya (restitusi), atau 

dapat juga dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah 

diperhitungkan pula dengan besarnya hutang pajak yang lain. 

 

2.1.8 Pengelompokan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:5-6), ada tiga pengelompokan pajak, yaitu : 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri dari : 
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 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 

 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

 Beberapa pengertian pajak daerah atau istilah yang terkait dengan Pajak 

Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain : 

a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
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lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

Pajak. 

f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai. 

g. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak 

atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetoran. 

h. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 

periode Tahun Pajak tersebut. 

 

2.2.2 Jenis Pajak Daerah 

 Menurut Rachim (2015), mengatakan bahwa jenis-jenis pajak dan retribusi 

baru, yaitu : 

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas : 

a) Pajak Kendaraan Bermotor. 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d) Pajak Air Permukaan. 

e) Pajak Rokok. 

2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas : 

a) Pajak Hotel. 

b) Pajak Restoran. 
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c) Pajak Hiburan. 

d) Pajak Reklame. 

e) Pajak Penerangan Jalan. 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g) Pajak Parkir. 

h) Pajak Air Tanah. 

i) Pajak Sarang Burung Walet. 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

3) Jenis Retribusi adalah : 

a) Jasa Umum. 

b) Jasa Usaha. 

c) Perizinan Tertentu. 

 

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) 

2.3.1 Dasar Hukum 

 Dasar hukum yang mendasari pembahasan PBB-P2 yaitu : 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang peraturan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 tentang pengaturan 

biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3. 

 

2.3.2 Pengertian dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

 Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (2009:41) Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
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pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik 

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman 

dan/atau laut. 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan. 

2.3.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (2009:39-41), mengatakan 

pengertian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ialah sebagai berikut : 

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.3.4 Alokasi Biaya Pemungutan 

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 (2012:4-6), 

dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan diberikan 

biaya pemungutan berupa insensif yang dialokasikan dari hasil penerimaan biaya 

pemungutan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten di setiap sektor, antara 

lain : 

a. Sektor Perdesaan, sebesar 85% (delapan puluh lima persen);

b. Sektor Perkotaan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
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Besarnya insentif aparat pelaksana pemungutan yang diperoleh dari sektor 

PBB perdesaan sebesar 18% (delapan belas persen) dan sektor PBB perkotaan 

sebesar 15% (lima belas persen) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Sektor Perdesaan : 

a. Kecamatan sebesar 4,2% (empat koma dua persen); 

b. Sekcam sebesar 1,8% (satu koma lima persen); 

c. Desa/Kelurahan sebesar 61% (enam puluh satu persen). 

2. Sektor Perkotaan : 

a. Kecamatan sebesar 4% (empat persen); 

b. Sekcam sebesar 1,5% (satu koma lima persen); 

c. Desa/Kelurahan sebesar 54,5% (lima puluh empat koma lima persen). 

Pengaturan mengenai besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Biaya pemungutan PBB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

2.3.5 Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi 

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 (2012), 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan sebagaimana 

dimaksud dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut:  

a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);  

b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);  

c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);  

d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen). 

Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan 

untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan 

pemungutannya.  

Perhitungan target baku pokok PBB-P2 tahun anggaran 2016, sektor 

perdesaan sebesar Rp16.995.840.917  dan sektor perkotaan sebesar 

Rp16.311.465.196. Contoh perhitungan untuk Triwulan I sebagai berikut : 
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a. Perdesaan 

Triwulan I  : 15% × Rp16.995.840.917  = Rp2.549.376.137,55 

Upah pungut  : Rp2.549.376.137,55 × 5%  = Rp127.468.806,88 

 Perdesaan  : Rp127.468.806,88 × 85%  = Rp108.348.485,8 

 Kecamatan  : 4,2% × Rp108.348.485,8  = Rp4.550.636,4 

 Sekcam   : 1,8% × Rp108.348.485,8   = Rp1.950.272,7 

 Desa   : 61% × Rp108.348.485,8   = Rp66.092.576,3 

b. Perkotaan 

Triwulan I  : 15% × Rp16.311.465.196   = Rp2.446.719.779,4 

Upah pungut   : Rp2.446.719.779,4 × 5%   = Rp122.335.988,9 

Perkotaan   : Rp122.335.988,9 × 75%   = Rp91.751.991,67 

Kecamatan   : 4% × Rp91.751.991,67   = Rp3.670.079,67 

Sekcam   : 1,5% × Rp91.751.991,67  = Rp1.376.279,87 

Kelurahan  : 54,5% × Rp91.751.991,67   = Rp50.004.835,4 

 

 Perhitungan selanjutnya untuk Triwulan II sebesar 40%, untuk Triwulan III 

sebesar 75% dan untuk Triwulan IV sebesar 100%.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Jadwal Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas 

yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2017 di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja 

di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu : 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi 

 

 Hari Kerja   Jam Kerja   Istirahat 

Senin s/d Kamis        07.00-15.30 WIB      12.00-13.00 WIB 

Jum’at          07.00-15.00 WIB      11.00-13.00 WIB 

Sabtu & Minggu      Libur      Libur 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2017 

 Selain itu, ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini 

adalah khusus hari Jum’at terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti 

yang dilaksanakan pada pukul 07.00-08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor 

bersambung dengan kegiatan sholat Jum’at), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 

s.d. 15.00 WIB. 

 

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terletak di Kecamatan Giri, Kabupaten 

Banyuwangi, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : 

 Lokasi  : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

 Alamat  : Jalan Jaksa Agung Suprapto no. 140 
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 Telepon : (0333) 418818-418621 

 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan  

 Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis 

ditempatkan pada bidang yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Bidang PBB 

dan BPHTB. Pada bidang ini penulis mengamati tentang target penerimaan realisasi 

dari tahun 2012-2016 dan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, 

sehingga pada bidang ini penulis mendapatkan data primer terkait judul penulis. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja 

Nyata 

 

  Waktu  Kegiatan  Hasil   Penanggung 

Pelaksana            Jawab 

(a)                             (b)                              (c)                                   (d) 

Senin, 20 1. Menemui Ibu            1. Diterima             Lilik Murtosiyah 

Februari 2017      Lilik   dan    diterima        untuk Praktek Kerja  ,S.AP. 

 Untuk Praktek  Kerja        Nyata 

       Nyata     (PKN)     di     

       Badan      Pendapatan         

       Daerah      Kabupaten     2. Mendapatkan tempat 

       Banyuwangi  di     bidang     Pajak 
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(a)                             (b)                              (c)                                   (d) 

   2. Penempatan  kegiatan Bumi dan Bangunan 

       Yang telah ditentukan  

       Yaitu di bidang Pajak    3. Mengenal      Kepala 

       Bumi dan Bangunan Bagian dan karyawan 

   3. Pengenalan     dengan  

       Kepala   Bagian    dan    4. Memulai       Praktek 

       Karyawan   Kerja Nyata 

   4. Melakukan    Praktek 

       Kerja Nyata 

Selasa, 21   1. Apel pagi              Mengetahui     Pajak   Drs. Siswoyo 

Februari 2017  2. Mempelajari  tentang Bumi dan Bangunan 

       Pajak   Daerah    dan dan peraturannya 

       peraturannya 

Rabu, 22   1. Apel pagi             Mengetahui  macam-   Drs. Siswoyo 

Februari 2017  2. Sharing            terkait macam   pajak   yang 

       Macam-macam pajak ada      di     Bapenda 

       di Badan  Pendapatan Kabupaten 

       Daerah      Kabupaten Banyuwangi        dan 

       Banyuwangi  mengetahui       Pajak 

   3. Serta    terkait   Pajak Bumi dan Bangunan 

       Bumi dan Bangunan 

Kamis, 23  1. Apel pagi             Mengetahui         cara   Ubaidilatul 

Februari 2017  2. Melakukan      Tinjau pengukuran tanah dan   Fahmi, S.E. 

       Lapangan       kepada  bangunan 

       Wajib Pajak 

Jum’at, 24  1. Senam pagi             Mengetahui      bahwa   Soemaryono, 

Februari 2017  2. Memperoleh       data kantor               Badan   S.AP. 

       Tentang     gambaran Pendapatan     Daerah 

       Umum kantor Badan Kabupaten 
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(a)                             (b)                              (c)                                   (d) 

       Pendapatan   Daerah Banyuwangi 

       Kabupaten   melakukan    kegiatan 

       Banyuwangi  perpajakan khususnya 

      PBB 

Senin, 27  1. Apel pagi             Mengetahui prosedur   Hidri S, S.E., 

Februari 2017  2. Mempelajari  Pajak     Bumi     dan    M.AP., Ak. 

       Prosedur        tentang Bangunan 

       Pajak     Bumi     dan 

       Bangunan 

Selasa, 28  1. Apel pagi             Mengetahui         cara   Soemaryono, 

Februari 2017  2. Mempelajari       cara perhitungan       pajak   S.AP. 

       Perhitungan      Pajak Bumi  dan  Bangunan 

       Bumi  dan Bangunan berdasarkan 

       berdasarkan   ketentuan    dan   tarif 

       ketentuan  dan   tarif yang berlaku 

       yang berlaku 

Rabu, 1  1. Apel pagi              Mengentri            data   Candra 

Maret 2017  2. Membantu    mutasi    Pajak   Bumi   Setiawan, 

       Mengentri          data dan Bangunan     S.Sos. 

       Mutasi  Pajak   Bumi 

       Dan Bangunan 

Kamis, 2  1. Apel pagi             Mengetahui        lebih   Hidri S, S.E., 

Maret 2017  2. Sharing           terkait jelas    tentang   Pajak   M.AP., Ak. 

       Pajak      Bumi    dan Bumi  dan  Bangunan 

       Bangunan    Perdesaan 

       Perdesaan   Perkotaan   (PBB-P2) 

       Perkotaan  (PBB-P2) 

Jum’at, 3  1. Senam pagi             Mengetahui      alasan   Ubaidilatul 

Maret 2017  2. Melakukan     Tinjau kenapa    masih    ada    Fahmi, S.E. 
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(a)                             (b)                              (c)                                   (d) 

       Lapangan      kepada  tunggakan         Pajak 

       Desa    yang    masih Bumi  dan  Bangunan 

       Ada          tunggakan 

       Pajak    Bumi     dan 

       Bangunan 

Selasa, 6  1. Apel pagi             Mendapatkan       data   Candra  

Maret 2017  2. Mengarsip        SSPT terkait  Visi dan  Misi    Setiawan,  

       Pajak     Bumi     dan Badan      Pendapatan    S. Sos. 

       Bangunan   Daerah      Kabupaten 

   3. Mendapatkan     data Banyuwangi 

       Terkait     Visi    dan 

       Misi                Badan  

       Pendapatan    Daerah 

       Kabupaten  

       Banyuwangi 

Rabu, 7  1. Apel pagi             Mendapatan        data   Hidri S, S.E.,  

Maret 2017  2. Meminta            data terkait            Struktur   M.AP., Ak. 

       Terkait         Struktur Organisasi dan Tugas- 

       Organisasi      Badan tugasnya           Badan 

       Pendapatan    Daerah Pendapatan      Daerah 

       Kabupaten   Kabupaten 

       Banyuwangi  Banyuwangi 

Kamis, 8  1. Apel pagi             Mendapatkan       data   Wartono Adi 

Maret 2017  2. Meminta  data  Baku terkait   Baku   Pokok 

       Pokok  dan Realisasi dan               Realisasi 

       Penerimaan      Pajak penerimaan        Pajak 

       Bumi  dan Bangunan Bumi  dan  Bangunan 

       Perdesaan  Perkotaan Perdesaan   Perkotaan 

       (PBB-P2)   (PBB-P2) 

Selasa, 14  1. Apel pagi             Mendata    WP    PBB   Wartono Adi 
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(a)                             (b)                              (c)                                   (d) 

Maret 2017  2. Mendata Wajib Pajak objek baru 

       Pajak    Bumi      dan 

       Bangunan objek baru  

Rabu, 15  1. Apel pagi             Mengentri            data   Candra  

Maret 2017  2. Mengentri           data terkait               mutasi   Setiawan,  

       Terkait            mutasi PBB      S, Sos. 

       PBB 

Kamis, 16  1. Apel pagi             Mengetahui     Hidri S, S.E., 

Maret 2017  2. Sharing    permasalahan      yang   M.AP., Ak. 

       permasalahan    yang dialami         Bapenda 

       dialami       Bapenda terkait PBB-P2 

       terkait PBB-P2 

Senin, 20  1. Apel pagi 

Maret 2017  2. Berpamitan         dan 

       berterima          kasih 

       kepada            semua 

       pegawai          Badan  

       Badan     Pendapatan 

       Daerah     Kabupaten 

       Banyuwangi 

 

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata 

 Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan 

kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan; 

b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul 

yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik; 
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c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) ke akademik; 

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif dan data kualitatif, pengertiannya sebagai berikut : 

a. Data Kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau 

bilangan. Data Kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen 

target penerimaan realisasi PBB-P2; 

b. Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan 

berupa simbol angka atau bilangan. Data Kualitatif pada pelaksanaan 

kegiata ini berupa wawancara langsung kepada pegawai bidang PBB (Pajak 

Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan) tentang mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan 

observasi ke desa-desa yang mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bagian bidang PBB dan 

BPHTB. Data Primer diperoleh dari data-data terkait target penerimaan 

realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak laen berupa 

data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti 
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Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, artiker, internet, jurnal, modul, 

buku dan lain sebagainya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

a. Observasi 

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam 

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Bapenda Kabupaten Banyuwangi pada 

bidang PBB dan BPHTB. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab kepada narasumber Kantor Bapenda Kabupaten Banyuwangi yang 

berhubungan dengan “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)”. 

c. Mengkaji Dokumen dan Arsip 

Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan-laporan, arsip-arsip, 

peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya 

dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). 

d. Studi Pustaka 

Studi Pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang 

berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari kegiatan Prektek Kerja Nyata di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi dan laporan yang telah disusun oleh penulis dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Tingkat kepatuhan penerimaan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan masih tergolong kurang memenuhi target yang 

telah ditetapkan; 

b. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang 

tidak mencapai target pokok yang telah ditetapkan akan menyebabkan 

tunggakan pajak yang semakin tinggi; 

c. Penagihan Piutang PBB-P2 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi masih kurang optimal. 

 

5.2 Saran 

 Saran penulis bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

yaitu: 

a. Perlu adanya tambahan juru sita pajak dalam menangani penagihan piutang 

pajaknya agar peneriman pajak menjadi lebih optimal; 

b. Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memberikan kemudahan bagi 

wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya 

dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2); 

c. Kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi sehingga tunggakan-

tunggakan yang ada bisa diatasi secara optimal. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi 
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Lampiran 3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Form Bimbingan 
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Lampiran 7. Daftar Nilai  
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Lampiran 8. Daftar Hadir PKN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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Lampiran 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 
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Lampiran 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 
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Lampiran 13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 
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Lampiran 14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 
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Lampiran 15. Baku Pokok dan Realisasi Pokok 2016 
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Lampiran 16. Wawancara Dengan Pihak Wajib Pajak 
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Lampiran 17. Hasil Wawancara dengan Pihak Bapenda dan Wajib Pajak 

Wawancara dengan Pihak Bapenda 

a. Pak, bagaimana anda menyebutkan Wajib Pajak bias dikatakan patuh? 

 Ya begini, WP bisa dikatakan patuh itu tentang pembayarannya. Dengan 

membayar pajaknya secara teratur setiap tahun, dengan begitu WP bisa 

dikatakan patuh. 

b. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang tidak patuh atau tidak membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan? 

Kami mengadakan sosialisasi ke desa atau kecamatan dan memotivasi 

masyarakat supaya membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dengan 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sarana dan prasarana yang ada bisa 

diperbaiki dan diperbaharui. 

c. Apakah upaya pemerintah agar desa atau kecamatan bisa tepat waktu dalam 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)? 

Ya kalo itu, kita akan memberi reward (penghargaan) kepada kecamatan yang 

peringkat pembayarannya nomor 1 sampai 10 yaitu dengan memberikan 100 

% (persen) hasil pokok pajaknya kepada kecamatan tersebut. Sedangkan yang 

peringkat 11 sampai 20 dikembalikan 95 % (persen) hasil pokok pajaknya dan 

seterusnya dikurangi 5 %. Hasil pengembalian tersebut bisa dimanfaatkan 

oleh kecamatan. 

d. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang mempunyai piutang? 

Kami melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak tersebut karena WP harus 

melunasi utang pajaknya beserta sanksi administrasi berupa bunga atau 

denda. Akan tetapi penagihan piutang kepada Wajib Pajak ternyata kurang 

optimal. Cara yang bisa mengoptimalkan pembayaran piutang adalah pada 

saat Wajib Pajak sedang melakukan pelayanan dan peralihan hak. 

 

Wawancara dengan Pihak Wajib Pajak 

 a.    Mengapa bapak belum membayar PBB? 

 Gini ya mas, soalnya saya rasa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya 

agak terlalu rumit, jadi saya kurang paham. 
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 Baru-baru ini pihak Bapenda meluncurkan Drive Thrue jadi prosesnya tidak 

rumit juga anda tidak usah turun dari kendaraan, apakah bapak tahu? 

 Ow, soal itu saya kurang paham soalnya saya gak tau. 

b. Apakah ada hambatan atau kendala yang menjadi permasalahan dalam 

prosedur pembayaran PBB? 

 Ada, contohnya saat di pelayanan itu kadang-kadang terjadi antri jadi malas 

menunggu. Lalu pelayanannya kurang baik dan saya tidak tahu prosedur 

pembayarannya. 

c. Apakah pernah ada sosialisasi di kecamatan anda tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan? 

 Pernah, tapi waktu itu saya sedang sibuk jadi tidak bisa hadir. 
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